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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian ini yang berjudul 

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan 

Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru, maka tiga hal yang dapat 

disimpulkan yaitu : 

1. Peran Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap 

implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat dari 

beberapa kegiatan DPRD yang bersifat persuasif, diantarannya dengan 

melakukan kunjungan kerja di BPLH, rapat dengar pendapat dan sidak. 

Namun karena tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk menjalankan 

Perda tersebut maka tidak terdapat sinerjitas antara DPRD dan Pemerintah 

yang mengakibatkan adanya ketimpangan dalam hal pengelolaan sampah 

dan kebersihan di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa fungsi Pengawasan tidak dilakukan dengan 

baik oleh DPRD, karena sesuai dengan fakta dilapangan terlihat bahwa 

kondisi kebersihan di Kota Dobo jauh dari harapan, dan buktinya adalah 

tempat sampah yang berjumlah 4 kotak yang digunakan sejak lima tahun 

lalu masih ada dan tidak ada penambahan jumlahnya. 

A. Kesimpulan 

BeBerdasarkan pembahahassann kkeseseleluru uhuhan penelitian inini yang berjudul

Penngawasan Dewwann PPerwakilan Rakyat TTererhahadadapp Implementaasis  Peraturan 

Daerahh NNomomor 8 tahahuun 2014 tentang Retribussii PeP layaanan n n PePersampaahah n dan 

KeKebebersrsihihan ddi Kabupaten Kepulauan Aru, maka titigag hhalal yyanang dadapat 

didi isimpululkan yaitu : 

11. PePeran Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan AAru teterhrhada ap 

implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelal yananann 

Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihatat darri 

beberapa kegegiaiatatann DPDPRDR  yang berssififatat pperersusuasa if, diantarannnnyya dengagann 

melakukan kunjungan kerja a did BBPPLH, rapat dengar pendapat dan ssididakak. 

Namun karena tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk mmeenjajalalanknkan 

PeP drda ttersebebutut mmakaka tidakk teterdrdapapatat ssiinerjitass anantatarar DDPRPRDD ddan PePememeririntah 

yayangg mmenenggakibatkan adanynya ketimpmpangan dalam hahall pep nggelololaaan sampah 

dan kebersihan di Kotta Dobo KKabupaten Kepulauan Aru. Hal ini 

memberikan gambaran baahwh a funggsi Pengawasan tidak dilakukan dengan 

baik oleh DPRD, karena seesuai dengan fakta dilapangan terlihat bahwa 

kondisi kebersihan di Kota Dobo o jauh dari harapan dan buktinya adalah
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2. Kendala yang dapat mempengaruhi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru 

dalam melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Perda Nomor 8 

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten 

Kepulauan Aru dalah sebagai berikut: 

a. Sumber Daya Manusia yang ada di DPRD kurang memadai dan 

tidak didukung oleh anggaran yang cukup.

b. Standar manejemen pengawasan yang menjadi pedoman fungsi 

pengawasan secara eksplisit tidak diatur dengan jelas sesuai aturan 

yang berlaku.

c. Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang cenderung 

tertutup.

d. Kurangnya kordinasi atau check and balances antara antara lembaga-

lembaga di daerah.

3. Upaya untuk  mengatasi kendala Pengawasan DPRD terhadap 

inplementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai 

berikut ; 

a. Dengan menyediakan staf ahli di sekertariat DPRD Kabupaten 

Kepulauan Aru untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi 

seluruh anggota DPRD agar dapat meningkatkan kapasitas dan 

kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Upaya didukung dengan penyediaan anggaran yang cukup. 

tentang Retribusi PePelalayanan Persamampap han/Kebersihan di Kabupaten 

Kepulauan ArAru dalah sebagai berikut: 

a. SSumber Daya Maanunusis a a yayangng adada di DPRD kurrana g memadai dan 

tidak diidudukukungn  oleh anggaran yang g cucukukup.p.

b.b. StStanandar mamanejemen pengawasan yanang g menjnjadadi i ppedoman n fungsi 

peenngawasan secara eksplisit tidak diatur dengagan jelalas s sesesusuai atuturan

yang berlaku.

c. Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yanang cecendndererung

tertutup.

d. Kurangnya kordinasi atau check and balances antara antaara lemmbbagaa-

lembagaga a didi ddaeaerarah.h.

3. Upaya untuk  mengatasisi kkeendala Pengawasan DPRD terhahadadapp

inplementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribussii PePelalayayannan 

PeP rsampahahan/n/KeKebebersihann ddii KaKabubupapaten KeKepupulalauau n AAru adalahah ssebebagai 

beb rikut ;;

a. Dengan menyediaakan staf aahli di sekertariat DPRD Kabupaten 

Kepulauan Aru untut k membberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi 

seluruh anggota DPPRDR aagar dapat meningkatkan kapasitas dan 

kemampuan mereka ddalam menjalankan tugas dan fungsinya
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b. Dengan membentuk peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru 

yang secara jelas mengatur tentang manejemen pengawasan 

sehingga menjadi pedoman bagi seluruh anggota DPRD dalam 

menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya. 

c. Dengan mendorong birokrasi pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Aru untuk lebih terbuka dalam menirima aspirasi dari seluruh 

lapisan masyarakat tentang pengawasan terhadap implementasi 

Perda No 8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. 

d. Dengan melakukan koordinasi antara DPRD dan BPLH untuk 

membahas kebijakan pengawasan terhadap implementasi Perda No 

8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

di Kabupaten Kepulauan Aru. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan 

penulis yaitu : 

1. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan 

Aru, perlu ditingkatkan dan perlu juga adanya ketegasan bagi Pemerintah 

dalam hal BPLH untuk melaksanakan Perda tersebu dengan cara 

menambahkan kotak- kota sampah di Kota Dobo. Selain itu pengawasan 

harus dilakukan berkala terhadap pemerintah untuk menindak lanjuti Perda 

dan kerja pemerintah.   

sehingga menjajadidi pedoman bbagagi seluruh anggota DPRD dalam 

menjnjalalankan tugas dan fungsi pengawasaannnnya.

c.c. Dengan mendorroong g bib rorokrkrasasi pep merintah Kabbupupaten Kepulauan 

Aru ununtuuk k lebih terbuka dalam m memeniniririma aspirasi dad ri seluruh 

lalapip san mamasyarakat tentang pengawawasan teerhrhadadapap impleemem ntasi 

PePerda No 8 tahun 2014 tentang ReR tribibususi i PeP layaanan 

Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan n Aru.. 

d. Dengan melakukan koordinasi antara DPRD dan BPLLHH unu tuk k

membahas kebijakan pengawasan terhadap implementaasi Perda NNoo

8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan//Keberrssihann 

di Kabbupupatatenen KKepepulauan Aru. 

B.B Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapapatt diibeberirikkan

pepenulilis yaititu :

1.1 PeP nggawwasasaan yang dilakukakan oleh aanggota DPRD D KaKabupap tetenn KKepulauan 

Aru, perlu ditingkatkan ddan perlu juuga adanya ketegasan bagi Pemerintah 

dalam hal BPLH untukk melakssanakan Perda tersebu dengan cara 

menambahkan kotak- kota ssamppaah di Kota Dobo. Selain itu pengawasan 

harus dilakukan berkala terhaddapa pemerintah untuk menindak lanjuti Perda
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2. Anggota DPRD diharapkan menjalin kerjasama dengan Pemerintah, 

peningkatan angaran, mengunakan Staf Ahli, dalam rangka meminta 

masukan dan laporan penelitiannya serta kajian yang bersifat ilmiah, agar 

menjadi bahan dalam mengatasi masalah dan hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanan Perda tersebut, sehingga tantangan dan hambatan yang 

di hadapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melakukan 

pengawasan Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bisa 

disikapi dengan baik, dengan mengutamakan pendekatan secara langsung 

dilapangan. Pola pengawasan secara langsung lebih baik dilakukan 

dibandingkan menunggu masukan, sebab masalah yang dihadapi akan 

lebih cepat dan tepat didefenisikan dengan pendekatan langsung. 

3. Anggota DPRD diharapkan merangkul tim ahli/Staf Ahli menajemen yang 

kompoten dalam membantu Pemerintahan Daerah pemecahan masalah-

masalah pelaksanaan teknis pengawasan terhadap implemntasi Perda 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta mengupayakan suatu 

forum diskusi berkala 3 bulan atau per semester (6 bulan) dan atau 1

Tahun secara berkala untuk mengkaji laporan pelaksanaan dari instasni 

BPLH dan BPPKAD dan LMS Lingkungan dan masalah yang dihadapi 

sehingga bisa dirumuskan dalam kebijakan yang tepat dalam 

melaksanakan fungsi DPRD dengan baik terkait dengan Implementasi 

pengawasan Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di 

Kabupaten Kepulauan Aru. Sebagai acuan dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan, DPRD diharapkan mengatur tata cara pelaksanaan fungsi 

masukan dan laporan pepenelitiannya sesertrta kajian yang bersifat ilmiah, agar 

menjadi bahahan dalam mengatasi masalah dan n hah mbatan yang dihadapi 

dalamm pelaksanan Perdaa terersesebuut,t, ssehehinnggga tantangan dadan hambatan yang 

ddi hadapai ddalalamam pelaksanaan tugass ddanan ffungsi untuk k melakukan 

pengngawawasasan Pererdada Retribusi Pelayanan PPerersamppahahanan/K/Kebersihahan bisa 

didisisikkapi ddengan baik, dengan mengutamakan pendekekatan sececarara a langsusung 

dilaappangan. Pola pengawasan secara langsung lebih h baikk ddiilakukanan 

didibandingkan menunggu masukan, sebab masalah yang did hadadapipi aakan 

lebih cepat dan tepat didefenisikan dengan pendekatan langsunng. 

3. Anggota DPRD diharapkan merangkul tim ahli/Staf Ahli menaajemenn yangg 

kompoten daalalamm memembmbantu Pemerinntatahahann DaDaere ah pemecahhanan masallahah--

masalah pelaksanaan teknisis ppenengawasan terhadap implemntasi PPererdada 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta mengupapayayakakann susuaatu 

forum didi kskususi i bebe krkala 33 bubulalan n atatauau per sememesesteter (6(6 bb lulan) dadan n atatau 1

TaT hun sesecacara berkala untntuku  mengkgkaji laporan peelalaksksanaan n dadari instasni 

BPLH dan BPPKAD dan LMS Linngkungan dan masalah yang dihadapi 

sehingga bisa dirumusskan dallaam kebijakan yang tepat dalam 

melaksanakan fungsi DPRDD denengan baik terkait dengan Implementasi 

pengawasan Perda Retribusii Pelayanan Persampahan/Kebersihan di
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pengawasan tersebut dalam satu Tata Tertib DPRD yang di buat, sehingga 

dalam melakukan pengawasan terhadap Perda, anggota DPRD memiliki 

suatu mekanisme yang sesuai dengan standar menajemen. suatu mekanisme yangng sseesuai dengann sstatandar menajemen. 
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